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Abstract 

 

This research seeks to examine the impact of tax knowledge and the quality of tax services 

on taxpayer compliance. The study employed descriptive and statistical analyses, using 

questionnaires distributed to 200 respondents who were engaged in tax payments. The 

findings reveal that the Standardized Coefficients Beta for Tax Service Quality (X2) is 

greater than that of Tax Knowledge (X1), with values of 0.973 and -0.255, respectively. 

The t-test results indicate that Tax Knowledge (X1) has a significant effect with a t-value 

of -5.092, which exceeds the t-table value of 1.972. Similarly, Tax Service Quality (X2) is 

also significant, with a t-value of 18.792 > 1.972. The simultaneous F-test produces an f-

value of 199.096, which is greater than the f-table value of 3.04, at a significance level of 

0.000. This demonstrates that both variables jointly have a significant influence on 

taxpayer compliance. The coefficient of determination (R²) of 0.669 shows that 66.9% of 

the variation in taxpayer compliance can be explained by the quality of tax services, while 

the remaining 33.1% is attributed to factors outside this study. In conclusion, the quality 

of tax services plays a dominant role in shaping taxpayer compliance. 

Keywords: Tax Knowledge and Quality of Tax Services 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan perpajakan serta 

kualitas pelayanan pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian 

yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik, dengan instrumen berupa 

kuesioner yang disebarkan kepada 200 responden yang sedang melakukan pembayaran 

pajak. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai Standardized Coefficients Beta 

pada variabel kualitas pelayanan pajak (X2) lebih tinggi dibandingkan dengan 

pengetahuan perpajakan (X1), masing-masing sebesar 0,973 dan -0,255. Berdasarkan uji 

t, pengetahuan perpajakan (X1) terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai thitung -

5,092 yang lebih besar daripada ttabel 1,972. Hal yang sama berlaku untuk kualitas 

pelayanan pajak (X2) dengan nilai thitung 18,792 > ttabel 1,972. Sementara itu, uji F 

simultan menghasilkan fhitung 199,096 yang lebih besar daripada ftabel 3,04 pada tingkat 

signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, nilai koefisien 

determinasi (R²) sebesar 0,669 mengindikasikan bahwa 66,9% variasi kepatuhan wajib 

pajak dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan pajak, sedangkan sisanya 33,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh yang lebih 

dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

 

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Pendapatan pemerintah Indonesia 

berasal dari dua sektor yaitu domestik dan 

internasional. Penerimaan dalam negeri 

mayoritas diperoleh dari pajak, sedangkan 

penerimaan luar negeri bersumber dari 

pinjaman internasional. Pajak, sebagai salah 

satu komponen utama pendapatan negara, 

memainkan peran penting dan semakin 

konsisten dalam membiayai pengeluaran 

pemerintah dan mendukung pertumbuhan. 

Selain itu, penerimaan pajak menunjukkan 

tren peningkatan setiap tahunnya (Nurbaya, 

2016). 

 

Pajak adalah kontribusi wajib yang 

dibayarkan masyarakat kepada negara dan 

dicatat sebagai penerimaan negara dari 

sektor perpajakan. Pendapatan yang 

dihasilkan digunakan untuk membayar 

pengeluaran pemerintah pusat dan daerah 

demi kesejahteraan masyarakat, bukan 

untuk keuntungan pribadi. Pajak juga 

menjadi sumber utama pembiayaan 

pembangunan, termasuk penyediaan 

fasilitas umum, pendanaan sektor 

kesehatan dan pendidikan, Selain itu, pajak 

juga dimanfaatkan untuk membiayai 

berbagai kegiatan produktif. Pemungutan 

pajak bersifat wajib karena dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan undang-undang. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang 

berada di bawah Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, bertugas merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan serta 

standardisasi teknis perpajakan, termasuk 

penyusunan norma dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis, serta evaluasi 

pelaksanaan perpajakan (Karolina, 2019). 

 

Pengetahuan dasar mengenai 

perpajakan sangat penting karena 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Wajib pajak yang memahami 

sistem perpajakan, seperti self-assessment 

system, cenderung lebih mudah menerima 

dan melaksanakan kewajibannya. 

Pengetahuan ini menjadi faktor utama agar 

wajib pajak dapat memenuhi kewajiban 

secara tepat. Kurangnya pemahaman dapat 

menyebabkan kesulitan maupun 

kebingungan dalam menentukan jumlah 

pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata 

lain, semakin tinggi tingkat pengetahuan 

perpajakan wajib pajak, semakin besar 

kemungkinan keberhasilan penerimaan 

pajak. 

 

Dalam proses pembayaran pajak, 

kualitas pelayanan menjadi aspek penting 

yang harus diperhatikan oleh aparat pajak. 

Selama ini, pelayanan pajak yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat dinilai 

masih belum sesuai harapan dan cenderung 

menimbulkan kesan kurang memuaskan. 

Oleh karena itu, kualitas pelayanan perlu 

dijaga dengan baik agar kepuasan wajib 

pajak tetap terpelihara serta harus 

dievaluasi secara berkesinambungan, 

mengingat persepsi wajib pajak terhadap 

kualitas layanan merupakan faktor utama 

penentu kepuasan. Pelayanan pajak yang 

optimal hanya dapat terwujud apabila 

aparatur pajak menjalankan tugasnya 

dengan profesional, bertanggung jawab, 

disiplin, dan transparan (Hidayatulloh, 

2013:2). 

 

Kepatuhan wajib pajak merupakan 

kesadaran individu untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Seorang wajib 

pajak dikatakan patuh apabila mengisi 

formulir SPT secara benar, menghitung 

pajak dengan tepat, membayar, serta 

melaporkannya tepat waktu. Karena sistem 

perpajakan menuntut partisipasi aktif dari 

wajib pajak, diperlukan tingkat kepatuhan 

yang tinggi, yaitu ketaatan dalam 

memenuhi seluruh kewajiban perpajakan 

secara akurat dan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

Hingga saat ini, tingkat kepatuhan 

wajib pajak di Indonesia masih belum 
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mencapai target yang diharapkan. 

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) tahun 2019, dari total 18,33 

juta wajib pajak, hanya 13,37 juta atau 

sekitar 72,9% yang telah menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT). Persentase 

tersebut masih lebih rendah dibandingkan 

target yang ditetapkan, yaitu sebesar 80%. 

Jika dirinci lebih lanjut, tingkat kepatuhan 

formal wajib pajak berada pada angka 

65,28%, sementara kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi (OP) karyawan mencapai 

73,2% dan wajib pajak nonkaryawan 

sebesar 75,31%. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Pengetahuan Perpajakan 

 

Menurut Fermatasari (2013), 

pengetahuan pajak adalah informasi 

mengenai perpajakan yang dapat menjadi 

pedoman bagi wajib pajak dalam bertindak, 

mengambil keputusan, serta merancang 

strategi terkait pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakan. Pemahaman yang 

baik terhadap peraturan perpajakan akan 

mendorong peningkatan kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

 

 

Indikator Pengetahuan Perpajakan 

 

Indikator pengetahuan perpajakan 

menurut Wardani & Asis (2017) meliputi: 

1. Pemahaman fungsi pajak, yaitu sejauh 

mana wajib pajak mengetahui peran 

dan fungsi pajak. 

2. Pemahaman prosedur pembayaran, 

yaitu kemampuan wajib pajak dalam 

mengetahui tata cara pelunasan pajak. 

3. Pengetahuan mengenai sanksi pajak, 

yaitu kesadaran wajib pajak bahwa 

keterlambatan atau tidak membayar 

pajak akan dikenakan sanksi 

administrasi. 

4. Pengetahuan lokasi pembayaran pajak, 

yaitu pemahaman wajib pajak 

mengenai tempat atau sarana yang 

dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran pajak. 

 

Kualitas Pelayanan Perpajakan 

 

Menurut Handayani (2017), pelayanan 

pajak yang berkualitas ditunjukkan melalui 

upaya instansi pemerintah dan aparat pajak 

dalam memberikan layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan wajib pajak secara 

professional dan ramah, sehingga mampu 

menciptakan kepuasan bagi masyarakat. 

 

Dimensi Kualitas Pelayanan Perpajakan 

 

Kepuasan wajib pajak sebagai 

pengguna layanan dapat ditingkatkan 

melalui perbaikan kualitas maupun 

kuantitas pelayanan, yang pada akhirnya 

diharapkan mampu mendorong 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Menurut (Kotler dalam Ilhamsyah dkk, 

2016) ada lima dimensi yang perlu 

diperhatikan yaitu sebagai berikut: 

1. Tangible (Bukti Fisik), mencakup 

sarana dan prasarana seperti gedung, 

peralatan, penampilan pegawai, serta 

media komunikasi yang digunakan. 

2. Empathy (Empati), meliputi 

kemudahan berhubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian secara personal, 

serta pemahaman terhadap kebutuhan 

wajib pajak. 

3. Responsiveness (Daya Tanggap), 

kesediaan petugas untuk membantu 

wajib pajak dan memberikan 

pelayanan secara cepat serta tanggap. 

4. Reliability (Keandalan), kemampuan 

untuk memberikan pelayanan sesuai 

janji dengan akurat, tepat waktu, 

konsisten, dan memuaskan. 

5. Assurance (Jaminan), mencakup 

kemampuan, pengetahuan, kesopanan, 

serta sikap dapat dipercaya dari 

pegawai yang menimbulkan rasa aman 

bagi wajib pajak (bebas dari risiko 

maupun keraguan). 

 

Indikator Kualitas Pelayanan 

 

Kualitas Pelayanan Pajak bisa di ukur 
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dengan beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut (Tangdilintin, 2011): 

1. Tangible (Bukti Langsung) 

Bukti fisik mencakup penampilan 

fasilitas, peralatan, petugas, serta 

sarana komunikasi. Unsur-unsur ini 

menjadi representasi nyata dari 

pelayanan yang diberikan, sekaligus 

menjadi dasar bagi wajib pajak dalam 

menilai mutu pelayanan. 

2. Emphaty (Empati) 

Empati berarti perhatian yang 

tulus dan kepedulian terhadap wajib 

pajak, termasuk kemudahan dalam 

menjalin komunikasi, memberikan 

perhatian personal, serta memahami 

kebutuhan yang dimiliki oleh 

pengguna layanan. 

3. Responsiveness (Ketanggapan) 

Daya tanggap ditunjukkan melalui 

kesigapan petugas dalam melayani, 

waktu tunggu yang singkat, kemampuan 

menjawab pertanyaan wajib pajak, 

hingga kesediaan menangani berbagai 

permasalahan. Hal ini juga 

mencerminkan fleksibilitas petugas 

dalam menyesuaikan pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. 

4. Reliability (Keandalan) 

Keandalan menggambarkan 

kemampuan petugas dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan 

janji, secara akurat dan dapat dipercaya. 

Hal ini tercermin dari ketepatan waktu, 

konsistensi pelayanan bagi semua wajib 

pajak, serta minimnya kesalahan dalam 

proses pelayanan. 

5. Assurance (Jaminan) 

Jaminan mencakup pengetahuan, 

kemampuan, keramahan, kesopanan, 

dan sikap profesional petugas dalam 

membangun kepercayaan wajib pajak. 

Aspek ini juga meliputi rasa aman yang 

diberikan, sehingga masyarakat merasa 

terbebas dari risiko, keraguan, maupun 

ketidakpastian. 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami 

sebagai suatu situasi ketika wajib pajak 

patuh menjalankan kewajiban 

perpajakannya sesuai peraturan yang 

berlaku, didorong oleh kesadaran pribadi 

tanpa adanya tekanan berupa pemeriksaan, 

penyidikan, teguran, maupun sanksi hukum 

dan administrasi. 
 
Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan 

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 

wajib pajak dituntut untuk mengikuti 

ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan 

ditunjukkan ketika wajib pajak dapat 

menyelesaikan seluruh kewajiban pajaknya 

secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditetapkan, sesuai 

ketentuan regulasi perpajakan berikut: 

 

1. Kepatuhan Perpajakan Formal adalah 

ketaatan wajib pajak dalam memenuhi 

ketentuan formal perpajakan, yang 

meliputi: 

a. Mendaftar NPWP atau NPPKP. 

b. Menyetorkan pajak yang terutang 

tepat waktu. 

c. Melaporkan pajak yang dibayar 

dan perhitungannya secara tepat 

waktu. 

 

2. Kepatuhan Perpajakan Material adalah 

ketaatan wajib pajak dalam memenuhi 

ketentuan material perpajakan, yang 

mencakup: 

a. Menghitung pajak terutang secara 

tepat sesuai peraturan perpajakan. 

b. Memperhitungkan pajak terutang 

dengan akurat.  

c. Memotong pajak dengan benar 

ketika bertindak sebagai pihak 

ketiga. 

 

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Yusdita (2017) indikator 

kepatuhan perpajakan antara lain meliputi: 

1. Estimasi Pajak, menggambarkan 

sejauh mana wajib pajak memiliki 

pengetahuan yang memadai terkait 

besaran kewajiban pajaknya. 
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2. Kesalahan Pajak, wajib pajak bersedia 

mengoreksi kesalahan penghitungan 

pajaknya bila terdapat kekeliruan 

dalam menentukan besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

3. Perlakuan Pajak, wajib pajak 

memahami prosedur pembayaran 

pajak, mulai dari perhitungan hingga 

penyetoran kewajibannya. 

4. Penyampaian SPT, menggambarkan 

kepatuhan wajib pajak dalam 

menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) secara tepat waktu berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan oleh 

peraturan perpajakan. 

5. Pembayaran Pajak, wajib pajak 

membayar pajak yang terutang secara 

tepat waktu. 

6. Kekurangan Pembayaran Pajak, 

menunjukkan kepatuhan wajib pajak 

dalam menanggung dan melunasi 

kekurangan atas pajak terutang jika 

ditemukan adanya selisih pembayaran. 

 

Kerangka Pikir 

 

 
 

Keterangan 

Secara parsial :  

Secara simultan :  

Dominan :  

 

Hipotesis Penelitian 

H1 : Di KPP Pratama Muara Teweh, 

kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari 

sejauh mana mereka memahami sistem 

perpajakan dan dari bagaimana kualitas 

pelayanan yang mereka terima, keduanya 

terbukti memberi pengaruh yang berarti. 

H2 : Pengetahuan perpajakan dan kualitas 

pelayanan perpajakan berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama 

Muara Teweh 

H3 : Adanya pengaruh variabel yang 

dominan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada KPP Pratama Muara Teweh 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain Penelitian 

 

Desain penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Riset ini 

dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Muara Teweh yang 

berlokasi di Kabupaten Barito Utara, 

Provinsi Kalimantan Tengah.  

 

Populasi 

 

Populasi, menurut Handayani (2020), 

mencakup sejumlah elemen yang memiliki 

keseragaman sifat atau ciri tertentu dan 

dijadikan fokus penelitian, baik dalam 

bentuk individu, kelompok, maupun 

peristiwa. Populasi penelitian ini adalah 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 

KPP Pratama Muara Teweh pada tahun 

2024 dengan jumlah 49.599 orang. 

 

Sampel 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

Simple Random Sampling. Menurut 

Sugiyono (2017:82), Simple Random 

Sampling merupakan teknik penarikan 

sampel dari populasi dengan cara acak, 

tanpa memperhatikan adanya strata atau 

tingkatan dalam populasi tersebut. Pada 

penelitian ini, jumlah sampel yang 

ditentukan adalah 200 responden yang 

diambil dari keseluruhan populasi. 

 

Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel 
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yang keberadaannya dipengaruhi oleh 

variabel lain. Dengan kata lain, 

variabel ini dianggap sebagai 

konsekuensi dari adanya variabel 

bebas. Menurut Sugiyono (2007:33), 

variabel terikat merupakan variabel 

yang muncul sebagai hasil dari 

variabel independen. Pada penelitian 

ini, variabel terikat yang digunakan 

adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 

 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas dapat diartikan 

sebagai faktor yang menentukan 

perubahan pada variabel terikat, di 

mana pengaruhnya dianggap sebagai 

penyebab munculnya variasi pada 

variabel terikat. 

 

Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah pengetahuan perpajakan dan 

kualitas pelayanan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak pada 

KPP Pratama Muara Teweh, yang 

masing-masing direpresentasikan 

sebagai Pengetahuan Perpajakan (X1) 

dan Kualitas Pelayanan Perpajakan 

(X2). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, yakni instrumen penelitian 

berupa serangkaian pertanyaan terstruktur 

yang ditujukan kepada responden guna 

memperoleh data yang relevan. Dalam 

penelitian ini, kuesioner diberikan kepada 

masyarakat yang berkunjung ke KPP 

Pratama Muara Teweh di Kota Muara 

Teweh. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1.1 

Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 

Model Summaryb  

 
a.(Constant), KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN (X2), 

PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1) 
b.Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 

 

Hasil perhitungan pada Tabel 1.1 

menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson 

(DW) yang diperoleh sebesar 1,235. 

Berdasarkan nilai distribusi Durbin Watson 

dengan jumlah variabel bebas (k = 2) dan 

jumlah sampel (N = 200) pada tingkat 

signifikansi 5%, diketahui bahwa nilai 

batas atas (du) adalah 1,7887. Karena nilai 

DW (1,235) lebih kecil daripada du 

(1,7887) dan juga berada di bawah nilai 2 – 

du (0,2113), maka dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian ini mengindikasikan 

adanya masalah autokorelasi. 

 

Tabel 1.2 

Uji Parsial (ujj-t) 

Coefficientsa 

 

a.Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 1.2, 

diketahui bahwa variabel Pengetahuan 

Perpajakan memiliki nilai thitung sebesar -

5,092, yang lebih besar daripada ttabel 

sebesar 1,972, dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa pengetahuan perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sementara itu, variabel 

Kualitas Pelayanan memperoleh nilai 

thitung 18,792, yang juga melampaui nilai 

ttabel 1,972, dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05. Artinya, kualitas pelayanan 
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terbukti memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Tabel 1.3 

Uji Signifikan Simultan (uji-f) 

ANOVAa 

 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 

b. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN 

PERPAJAKAN (X2), PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1) 

 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 1.2, 

diketahui bahwa variabel Pengetahuan 

Perpajakan memiliki nilai thitung sebesar 

-5,092, yang lebih besar daripada ttabel 

sebesar 1,972, dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa pengetahuan 

perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sementara itu, variabel Kualitas 

Pelayanan memperoleh nilai thitung 

18,792, yang juga melampaui nilai ttabel 

1,972, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 

0,05. Artinya, kualitas pelayanan terbukti 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 1.4 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN 

PERPAJAKAN (X2), PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1) 

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 

1. Nilai R Square sebesar 0,669 

menunjukkan bahwa 66,9% variasi 

pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat 

dijelaskan oleh variabel Pengetahuan 

Perpajakan dan Kualitas Pelayanan 

Perpajakan. Sedangkan sisanya, yaitu 

33,1%, dipengaruhi oleh faktor lain di 

luar ruang lingkup penelitian ini. 

Selain itu, nilai R (korelasi) sebesar 

0,818 menandakan adanya hubungan 

yang kuat antara Pengetahuan 

Perpajakan dan Kualitas Pelayanan 

Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

2. Standard Error of Estimate (standar 

deviasi) digunakan untuk menilai 

sejauh mana variasi terdapat pada nilai 

prediksi. Pada penelitian ini, diperoleh 

nilai standar deviasi sebesar 1,13646. 

Nilai standar deviasi yang lebih rendah 

mengindikasikan bahwa model yang 

digunakan memiliki kualitas hasil yang 

lebih baik. 

3. Nilai R sebesar 0,818 atau 81,8% Hasil 

menunjukkan adanya keterkaitan yang 

signifikan antara Pengetahuan 

Perpajakan dan Kualitas Pelayanan 

Perpajakan dengan tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Muara Teweh. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

1. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa 

variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) 

memiliki nilai thitung -5,092 yang lebih 

besar dari ttabel 1,972 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 

Muara Teweh. Sementara itu, variabel 

Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2) 

memperoleh nilai thitung 18,792 yang 

juga melampaui ttabel 1,972 dengan 

taraf signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Kualitas 

Pelayanan Perpajakan juga berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 

Muara Teweh. 

2. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa 

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) 

dan Kualitas Pelayanan Perpajakan 

(X2) menghasilkan nilai Fhitung 

sebesar 199,096, yang lebih tinggi 

dibandingkan Ftabel sebesar 3,04, 

dengan tingkat signifikansi 0,000 < 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

kedua variabel tersebut secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) 
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dan Kualitas Pelayanan Perpajakan 

(X2) memiliki nilai Standardized 

Coefficients Beta masing-masing 

sebesar -0,255 untuk X1 dan 0,973 

untuk X2. Nilai koefisien yang lebih 

tinggi pada variabel Kualitas 

Pelayanan Perpajakan 

mengindikasikan bahwa variabel ini 

berpengaruh lebih besar dibandingkan 

Pengetahuan Perpajakan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2) 

merupakan faktor yang paling 

dominan dalam memengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP 

Pratama Muara Teweh. 

 

Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan para pegawai KPP 

Pratama Muara Teweh dapat terus 

mempertahankan bahkan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang 

telah berjalan dengan baik, sehingga 

mampu mendorong peningkatan 

kepatuhan masyarakat sebagai Wajib 

Pajak. 

2. Bagi Pihak Peneliti 

a. Peneliti diharapkan dapat 

memperluas kajian dengan 

menggunakan lebih banyak 

sumber, referensi, maupun literatur 

yang relevan dengan topik 

perpajakan agar hasil penelitian 

lebih mendalam. 

b. Peneliti selanjutnya perlu 

mempersiapkan diri secara lebih 

matang dalam proses pengambilan 

data, pengumpulan informasi, serta 

hal-hal teknis lainnya yang 

berkaitan dengan penyusunan 

skripsi, sehingga penelitian dapat 

berjalan dengan lebih optimal. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan 

dasar untuk dikembangkan pada 

jenjang penelitian yang lebih 

tinggi, misalnya tesis, sehingga 

dapat memberikan kontribusi 

yang lebih luas dalam bidang ilmu 

perpajakan. 
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